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ABSTRAK

! Gambaran penegakan hukum dan penerapan hukum di era
reformasi di Indonesia belum berjalan lancar, hal ini disebabkan .
banyak terjadi kegagalan dalam praktek. Hal ini dipengaruhi oleh
instansi lain di luar hukum antara faktor sosial, budaya, korupsi,
distribusi perkara lambat, perkara yang diperiksa diluar
pengetahuan hakim, masyarakat sendiri, hanya mencari menang
saja dalam pengadilan. Adapun upaya untuk mencegahnya adalah
antara lain, keterbukaan dari penegak hukum, moral pejabat,
pengawasan memperkuat posisi KPK, informasi hasil sitaan dari
kejaksaan, jaminan hukum masyarakat yang melapor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum dan Reformasi

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menfabarkan nilai, ide, cita yang
cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai
moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilal-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam
realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum
tersebut mampu diimplementasikan atau tidak, Menurut Soerjono Soekanto, secara
konsepsional Inti dan anti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap

tindak sebagai rangkalan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamalan pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagal sarana untuk mencapal tujuan hukum, maka sudah
semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-
nifai moral dalam hukum. Kegagalan hukum Untuk mewujudkan nilai hukum tersebut
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